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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 564 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN DAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah dibantu oleh Inspektorat;

.bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 202 1;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 202 1;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744)

>

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5608);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

[

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017 Nomor 72083);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
INTERN, SEMESTA PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021.

Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan,
dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum
RESATU adalah acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, yang
bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat
di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
yang dilakukan oleh Inspektorat.

Semesta Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
adalah program strategis milik klien pengawasan yang berpotensi
untuk dilakukan pengawasan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan
Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan
pengawasan berbasis risiko (risk based audit plan) dalam rangka
pelaksanaan Kebijakan Pengawasan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
tapkan di Jakarta
nggal 3 Mei 2021

G UR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

— A IES BASWEDAN

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



I

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 564 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT TAHUN 2021

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

a. meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. meningkatkan pemberian asurans (assurance)} dan konsultasi
(consulting) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asurans

(assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif dalam

rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin

(systematic and disciplined approach) untuk menilai dan méningkatkan

efektivitas proses-proses tata kelola (governance), manajemen risiko (risk

management), dan pengendalian (control), meliputi:

a. pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang berkelanjutan (sustainable) melalui pengembangan dan
penerapan model Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense);

b. pelaksanaan asurans (assurance) yang fokus pada program dan kegiatan
prioritas yang memiliki risiko tinggi;

c. pemberian konsultasi (consulting) untuk meningkatkan efektivitas

proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian;



III.

IV.
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pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan dan
memelihara kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan Internal Audit
Capability Model (IACM).

PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan berdasarkan prinsip:

a.
b.
c.

d.

c.

profesional;

independen;

objektif;

tidak tumpang tindih antar APIP; dan

berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta mencakup audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, dan

kegiatan pengawasan lainnya atas:

a.

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;

pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

pengelolaan sumber daya daerah;

. pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk
ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan,
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerabh,;

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD;
pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh
lembaga pemeriksa keuangan negara;

penyelenggaraan SPIP; dan

pelaksanaan program reformasi birokrasi.



FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi

bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat

mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas proses-proses tata

kelola (governance), manajemen risiko (risk management), dan pengendalian

(control), dengan fokus meliputi:

A. Kegiatan Audit

1.

7.

Program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD
Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki
risiko tinggi.

Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan
masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan
tindak pidana korupsi.

Penjatuhan sanksi administratif oleh Inspektorat Provinsi selaku
perangkat Gubernur.

Penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus
kerugian negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum
(APH).

Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak
dengan sasaran meyakinkan bahwa optimalisasi dalam penagihan
penerimaan negara bukan pajak telah dilaksanakan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan.

Probity Audit

B. Kegiatan Reviu

1.
2.

S.
6.

Rencana pembangunan jangka menengah

Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran
tahunan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

C. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

1.

Penilaian maturitas SPIP



6.
7.

Penyerapan anggaran /pemeriksaan kas

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Koordinasi
dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH).

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB].

Pelaksanaan survei penilaian integritas

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1.

a > L b

Pemeriksaan akhir jabatan

Pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar.

Pengendalian gratifikasi.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN].

Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (Three
Lines of Defense) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Pengembangan Audit Management System (AMS) dan Continuous
Audit and Continuous Monitoring (CACM).

10. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM.

4.
S.

Kegiatan Konsultasi
1.

Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan
manajemen risiko.

Sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) pada Perangkat Daerah.

Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.

F. Kegiatan Dukungan Pengawasan

1.

Pendidikan dan pelatihan.

2. Pelatihan Kantor Sendiri.



VL.

VII.
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PELAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Hasil pengawasan intern dituangkan dalam bentuk laporan hasil
pengawasan dan disampaikan kepada Gubernur dan pimpinan Kklien
pengawasan. Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh
dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Klien pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan
intern ‘Cindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang terkait dengan
tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan
proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut untuk
hasil pengawasan intern yang tidak terkait dengan tuntutan
perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60

(enam puluh) hari kerja setelah hasil pengawasan intern diterima.

NUR DAERAH KHUSUS
OTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA
NOMOR 564 TAHUN 2021
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN

TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

SEMESTA PENGAWASAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM

NO STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
A. | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
B. | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD
C. | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD
2 | Biro Pemerintahan
A. | Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
B. | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
C. | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan
3 | Biro Hukum
A. | Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
B Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi
" | Manusia serta Penan anan Perkara
C. [ Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum
4 | Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi
A Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan
" | Reformasi Birokrasi
B Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan
" | Aparatur
C. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
S5 | Biro Kesejahteraan Sosial
Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan
A. | Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
B Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan
| Sosial
6 | Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan
A. o
Mental Spiritual
B. | Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual
7 | Biro Kepala Daerah
A. | Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
B Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan
" | Kerjasama Luar Negeri
C Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan
" | Kerjasama Luar Negeri
8 | Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah
A Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi
" | Sekretariat Daerah
B Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi
" | Sekretariat Daerah
C Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana

Kerumahtanggaan Daerah
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DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM

NO STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum
9 | Biro Kerjasama Daerah
A. | Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
B. | Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
C Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan
" | Kerjasama Luar Negeri
D. | Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
10 | Biro Perekonomian Dan Keuangan
A. | Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
B. | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian
11 | Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
A. | Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
B Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan
" | Lingkungan Hidup
12 | Dinas Bina Marga
A. | Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
B. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
C. | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum
D Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
E Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum
" | Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
F. | Program Peningkatan Pencahayaan Kota
13 | Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus
A. | Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
B. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
C Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan
" | Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
D Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum
" | Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
E. | Program Peningkatan Pencahayaan Kota
14 | Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut
A. | Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
B. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
C. | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum
D Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan
" | Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
E Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum
" | Dan Penataan Ruan SKPD/UKPD Bina Marga
15 ta - Jakbar
A. | Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
B. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
C Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan
* | Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
D Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum
* | Dan Penataan Ruang SKPD UKPD Bina Marga
E. | Program Peningkatan Pencahayaan Kota
16 | Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel
A. | Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
B. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
C Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan
* | Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
D Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum
* | Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
E. | Program Peningkatan Pencahayaan Kota
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DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM

NO STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
A Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi
" | Kepulauan Seribu
B Mopram Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
" | Kepulauan Seribu
C Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan
| Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
D Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten
" | Administrasi Kepulauan Seribu
737 | Kelurahan P.Tidung - Kep. Seribu
A Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
" | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
B Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi
" | Kepulauan Seribu
C Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
| Kepulauan Seribu
D Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan
| Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
B Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten
" | Administrasi Kepulauan Seribu
738 | Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu

Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi

A. , ;
Kepulauan Seribu
B | Preram Pcngelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
"~ | Kepulauan Seribu
C Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan
| Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
D Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu

UR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN




-6 1-pro) uewefueaay exduey mereq
erefcn eduey Fuerg @eg Furumpuag
sTynEe Fepotony aveTpakoag

007 wersdfay unqe ] eueyer (A
WTAAL] [QEAS) NUOJOAT TEp eesuaired
semq eped Wsa) reed deis eueg
wep wereiay medusq eElo maﬂuh
Zuwe:g deg wmepomody UwEIpAAulg

‘e raq Suedl

pumad 3d reneIs
ﬂnﬂaﬂg 61-ptacy  wemeduemag ¢
wxduey wereq epEby eduey Joeig
eg wﬂ!ﬁ:vuum seuse | NEpOmoyy
awerpaiuad weyeday Eme ey detg

qemurep wegedoeaad
waep  rdd  weemesyesd  smw
upne meqns[3d julo: padsay eageq
61-pwo)  ueuwedmeusq  Ueiedaniag
weymngay rewepoa Yruon ednpiag
Yeptl efmerg  weqeseSunddueirog
Tep

{
d Tel:
d =re) w®mul  dunun

eweq efueeg d

070 werediuoy e ] wureYer J
ISULOL JOEsIY TWoUo)F Uep weslaired
semq  epey  61-Pwoy  meweduwuag
wifuey wereq eEBo eduel Fowio
@eg Furompuag seiqmey SEpOmoRY

000 000 &6€ 0T el welEo)y TEPURSHE[3d UEp UTRURIUAI] | TEYTIngay elueag FUEU) [FUIEYI xep nﬂugu? amﬂuz 0ZOT tmye] g7 Jomay epy3g IS rensds wewrpakaad ueyeday ey upny
Jerruep uevedurued
‘mpelsaq Fuedjareep  rgd Ueenmesyepd  seje
p paruad d rensoe|ipre  TETE X Ea!&uq_ u.unaa
0z07 wesedduy|wefeuesyelp 6 1-plAc) d|'61-pLod '0zZ0g wereduy wnge ] wreqel NQ
unge), ELefer NQ FUMoL] jueasy|effuey ore(eq  OweqeedY  efewafueqmingay rewepully xanb mwdvuu._. wuMal] JQEAry MmOUaRy TEp mesimired
61-poD weweuvusg exFuey weteq Mmooy Wep Fjestnueg seuq eped|deg mpuld seupsuy Wep VPl eloepg q 2d semq  eped  61-pweD  weumedueuag
oeeqeesy eRewal deg Furompasd|Llf Lep merefFay nnwﬁa TEEgIsay | reerpak {maq wererday E.E n?vﬂhn% T d exdwey weeq wEEgesay  eReusy
sTmwey  Wepowofy  UPIpaAudqedewa) Weg 1{qepyL efaerag d  mre)  wmel wnﬂnuu @eg Junynpusd seupIe] Wepowmoy
000 000 6¢ 4 €l ueeday 134 wep Iad |TeqmIngay a.nnsum nﬁoaum FUINSYI TP SEIINAIR ﬁmﬂz 0T0Z TMqEL T 10WON epRas IS rensag weepadmay  weerday  smy  pny
wredord
wad wep rered OSr d - nojuTmonsy] eped
—mouand  deqm  werep  owwu —rTmoey wep mewmuojw]  @ofowa)
weqepmaduad eie wenimy veredesaad (N3L swmeqlaq nfueg wemepusfusy owelaRad
0TOT VL &~ ~WOY|JRY33 UEp T3 reuor ! Nd TEQM@I{ uredolg weeday FEE 0goT wnqel qereq (NEd)
weletdan weqemeduniZuniiag [Tep T iy “G@ofomy eTSVQINq, { smm  doms :mdd\ﬂuv mrePW geweq oewmelny wereddoy [euoweN Tmomoxd wequnmad wydues
000 000 9 ot b wep TEBURSHE2d deyqe] | afoeq wenep d ceelzanad onyeday (smeqray  ‘Tep eredss TOOTRAMW (gale T qrp  3uel oy elwepy weTep Uwewelfuy weeundduay pay
&1
Plac) rmapaed d d
Fuon meqmingay weqnoowad exduver)
TP JeEpIaq 39 dep we “(L9)
0T0T V1 eAuueieey d eddury erp veda, mep weRoq jeday, “eheig
ryngaxy  Segr «.ﬁ%.,qa&hnﬁasuahdﬂgnuﬁh
Fued M wweyuransd wefosp rensae|weypeny uds) dwoud g
1 3wepg [neze /uep uerefequad wexTUreTp | ‘Teduepum-Faepanad memersd
mwoipioy  gemEqip OIS 'Ped 61 |uep wexppequoxtp qepne Fuel swwastp|uweduap TENEIE nﬂ% Zuef| TEqEUamg
puo) wewedueuay uweedaaiad JrENIa)[snua emoses wemefurusd ueredsorssd [ewel/Fuereq P ene rep "0Z0T vmye] L9 BPIRS IS aNEEY gemeqrp g1-puoy wewedueuad
000 000 S o€ Tl L1g vereunFdcom Suwd (g wereday |eyfuer werep ese(/Fuvereq ueepeduad|fued weuoredsy ﬂﬂ_.FuAEuE Fraon ‘270z wnge], 77 epieg dS anedxssd rgd weerday wee ypay

1207 NOHVL LYVIOIMIdSNI NVNOHVL NVSYMVONId vt
WYAD0Ud NVA ‘NVSYMVONTd VISTWIS ‘NMALNI NVSYMYONI NVIVITII

ONYLINAL

1207 NOHVI %9S  sowon

YLIVIVE Y1OMNEI SASOHHY HYAAVA ANNAIEND NYSNLNID

I NVAINYT

1Z0¥ NOHVY
NVEQHVL XVSVAVOEKL] VI RVID0ud

VIAVIVE DId ISHIAOAd LVEOLXIISN ‘T




NVJAASVE STINY

Pl

VINVIV( V

SNSNHM HVAIVA

nqueg wen .

od

nquag wenenday

Yo yeswp  wwymuuawed

yezemeduay w@nIUOy
TP IN[E[SW ISNI[NEUO) UeSUedySTad

snewy /1ewerefaey uvenpeluay
reuefuwusy /ieedncaau] ueesUIWA

qy had T c4 un e.sgp veynuuswad veemdFuapiusd
rensag 'ASIS P wlaY  awum/yesep  1eyBueing|uweredSusdusd UBUUSY T sy unaeFuuoy
eagdad xxdyy /rpreqne uep
sosueg weworadaa: /i0g 5Og wuep 1sdnuon suepd
R ad 1 d yepun uep fususmsa uewundyweiusd |
/T8 2igp saqwWr= Teworaduay /el RAUTPRL UeOMqWaw wreep Yeised |
uwruTeess T Teunduequiag d d g [sraxnadsu:;
jese~ == ”l.um uewprduag Yeuowp uafuenay uerdnow n¥e/Uep IMwaqn yejuLad | =E=T BBuRIsd USuTaLIa]
weynInGIy ey ngay /YeaseC vewss s arnoraduay sae ne e /uep Fugusmsm uweundyereisad {vexeredsew venpeduay /uesode TowecET] B/ UEp nusaqng
enseg rensag Ao eAzrepe e wefpuLag Sued (zad wAuwpe gniueprepuTusw yryun YRSy eferedsew uenpeduag
(Qais eTeday) veudumuaday
frreq 1eqefad ueBuap warey uenuednd urereduaur Fuel| nreq fues ueBuap
q ungay q¥3d) ADIN/ADIS P9I ermus] Qs epud 190V w1195 Bsep UEp Funseg surt AN/ QdNS eredey ennue
ranseg renseg quael fundfue) qup rneqg veyesTuIay peduay N ‘et d: qeas! undfue uep rnuq rerUIK UBymIngIy rensag
nquag uenemday
nquag nday seasunopy {sensuIIpy ‘qey pBury| qfund ssquiad wep vy (uotepuwm)
UeTIMEs LW | verensakudw ‘qey veBunydury 1p gdMn P A4 wped yrqnd g T quun 0Z0Z unye] £7 ‘aN Ulepusuniag

Umeqer MY UTeR{Lomag

Jory
ueinduny yiwiag ndeg (eesteuogesado

VZUNIVEI NVESVAVORES AVIVIOTE

1

[o]3




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

